BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan di muka, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur pengajuan gugatan infervensi pada Pengadilan Negeri Sleman
ada dua macam cara, yaitu:

a. Dengan cara mendaftarkan gugatan intervensi pada kepaniteraan
pengadilan negeri yang bersangkutan, seperti lazimnya pengajuan
gugatan biasa.

b. Dengan cara langsung masuk ke dalam persidangan yang sedang
berlangsung antara pihak-pihak lain tanpa mendafiarkan gugatannya,
tetapi cukup dengan menunjuk nomor perkara yang diinfervensi.

2. Tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan / menolak
intervensi.

Tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan /

menolak infervensi adalah ada atau tidaknya kepentingan hukum, akan

tetapi hakim dalam menentukan ada / tidaknya kepentingan ‘hukum
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1) Subyek tergugat intervensi bukan merupakan pihak-pihak yang telah
diperiksa atau memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi
dalam perkara pokok.

2) Gugatan intervensi harus ada hubungannya dengan gugatan dalam
perkara pokok.

3) Obyek gugatan infervensi sama dengan obyek sengketa dalam perkara
pokok.

4) Penggugat intervensi memmjukkan adanya hubungan dengan obyek
sengketa dalam perkara pokok.

B. Saran
Dalam hukum acara perdata di masa mendatang, istilah infervensi perlu
diberi pengertian yang jelas, schingga tidak membuka penafsiran yang
berbeda-beda. Di samping itu sudah saatnya hukum acara perdata nasional
Indonesia melepaskan diri dan istilah dan peraturan hukum warisan kolonial
yang tidak memberikan pepafsiran yang pasti.
Seharusnya instansi atasan memberikan pedoman yang benar-benar
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